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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP 

PEMBERIAN HAK ASUH DAN NAFKAH ANAK 

 
A. Hak Ex Officio Hakim 

1. Pengertian Ex Officio Hakim 

Menurut Yan Pramadya Puspa dalam kamus hukum ex officio 

berarti karena jabatannya.1 Dimana hakim boleh memutus suatu perkara 

meskipun tidak diminta selama yang ditentukan itu suatu kewajiban yang 

melekat bagi penggugat maupun tergugat. 

Ex officio hakim dapat didefinisikan hakim karena jabatannya 

dapat menentukan kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perkara.2 

Selanjutnya menurut Subekti pengertian hak ex officio berasal 

dari Bahasa latin yang berarti karena jabatannya, tidak berdasarkan surat 

penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.3 

Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi 

wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Pengertian hak ex 

officio hakim adalah hak untuk kewenangan yang dimiliki oleh hakim 

karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutus atau 

memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hak ex officio hakim 

merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk 

                                                           
1 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang: Aneka,1977), 366. 
2 Fakhruddin Cikman, Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, Wawancara, Surabaya 22 Januari 
2015. 
3 Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, cet. Ke-4, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1979), 43. 
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memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri dan anak walaupun hak 

tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari istri dalam 

perceraian.4 

Hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karen jabatannya 

dalam perkara perceraian, hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-

Undang perkawinan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan 

suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi mantan isterinya.5 

Selain dalam pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa 

putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, 

memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau 

memutuskan hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan asas ultra 

petitum partium pasal 178 ayat 3 HIR. Sebaliknya dalam putusannya 

tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun 

tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang 

penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk 

menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dalam hal itu tidak 

melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR. Kemudian dalam putusannya tanggal 4 

Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri 

boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya 

hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini pasal 178 ayat 3 HIR 

                                                           
4 Fakhruddin Cikman, Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, Wawancara, Surabaya 22 Januari 
2015. 
5 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. Ke-6, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2005), 11. 
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tidak berlaku mutlak, sebab hakim Pengadilan Negeri dalam menjalankan 

tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar 

memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. 

Sedangkan dalam putusannya tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah 

Agung berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih daripada yang 

digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.6 

2. Dasar Hukum Hak Ex officio Hakim 

Hakim dalam memutus suatu perkara juga harus 

mempertimbangkan hukum yang ada pada masyarakat. Pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang telah diamandemen dengan 

pasal 5 ayat 1 nomor 48 tahun 1989 tentang kekuasaan kehakiman 

dijelaskan tentang kewajiban hakim dalam menggali suatu perkara harus 

memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal itu berbunyi 

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup  dalam 

masyarakat.7 

Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi  “Hakim dalam 

menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup 

dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”8. 

Dalam hal ini hakim dituntut untuk melakukan ijtihat dan menggali 

                                                           
6 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet.ke-8, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1989), 120. 
7 Zainal Arifin, Himpunan Undang-undang kekuasaan kehakiman, (Jakarta: Kencana, 2010), 190. 
8 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademia Presindo, 1992)73. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20 
 

hukum yang ada pada masyarakat, guna menemukan putusan yang 

mencerminkan perasaan hukum dan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang 

berperkara serta dapat mendamaikan kedua belah pihak, dari pasal ini 

hakim karena jabatannya harus mengadili sesuai perkara dengan rasa 

keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku pada masyarakat. 

Sedangkan perkara cerai yang berkaitan dengan penuntutan nafkah anak 

dan nafkah isteri sebagai akibat dari perceraian adalah pasal 41 Undang-

undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 105, 149, 152, dan 156 KHI.9 

Dasar dilaksanakan hak ex officio hakim ialah pada pasal 41 c UU 

No 1 tahun 1974 yang berbunyi pengadilan dapat mewajibkan pada bekas 

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu 

kewajiban bagi bekas isteri. Pada pasal ini yang menjadi pertimbangan 

dalam memberikan hak-hak perempuan akibat perceraian dapat dilihat 

pada kalimat “pengadilan” dan “dapat”. Pengadilan agama sebagai salah 

satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan mempunyai 

tugas pokok dalam penyelesaian perkara mulai dari pengajuan sampai 

putusan ditetapkan. Maka dalam kata pengadilan tersirat makna bahwa 

hakim karena jabatannya tersebut dapat menjalnkan fungsi dari 

pengadilan. Sedangkan kalimat dapat dalam hukum mengandung arti 

bahwa hakim dapat memilih antara menjalankan atau tidak menjalankan 

yang sering juga disebut hak opsi hakim.  

                                                           
9 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2005), 35. 
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Berdasarkan keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

hakim pengadilan agama selaku pejabat yang melaksanakan kekuasaan 

kehakiman karena undang-undang mempunyai wewenang untuk 

memutuskan suatu perkara berdasarkan ijtihad dan nilai-nilai hukum yang 

hidup pada masyarakat. 

 
B. Tugas Hakim 

Pengadilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan 

hukum dan keadilan berdasrkan pancasila guna terselenggaranya negara 

hukum Republik Indonesia (pasal 1 dan 2 UU No 14 tahun 1970). Tugas-

tugas pokok hakim dipengadilan agam adapat dirinci sebagai berikut:10 

1. Tugas Yustisial 

Hakim peradilan agama mempunyai tugas untuk menegakkan 

hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang 

diatur dalam hukum peradilan agama. Tugas-tugas pokok hakim di 

pengadilan agama dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Membantu mencari keadilan. 

Dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari 

keadilan untuk dapat tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan 

biaya ringan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-undang 

nomor 48 tahun 2009. Mengenai bantuan yang diberikan pengadilan 

                                                           
10 Ibid, 31. 
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tersebut harus dalam hal-hal yang dianjurkan dan/atau diijinkan oleh 

hukum perdata. 

b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan 

Hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, baik 

yang berupa teknis maupun yuridis. Hambatan teknis diatasi dengan 

kebijaksanaan hakim sesuai dengan kewenangannya, sedangkan 

hambatan yuridis maka hakim karena jabatannya wajib menerapkan 

hukum acara yang berlaku dan menghindari hal-hal yang dilarang 

dalam hukum acara, karena dinilai akan menghambat atau 

menghalangi objektifitas hakim atau jalannya peradilan.11 

c. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa 

Pada penyelesaian perkara perdata khususnya di peradilan 

agama, hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara dengan 

melakukan upaya mediasi. 

Mengenai ketentuan uapaya perdamaian yang harus dilakukan 

oleh hakim berdasarkan pada peraturan mahkamah agung RI No. 1 

tahin 2008.12 

  

                                                           
11 Ibid 32 
12 Ibid, 33. 
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d. Memimpin persidangan 

Dalam memimpin jalannya persidagan hakim juga harus 

memerintahkan untuk memanggil para pihak, mengatur mekanisme 

persidangan, melakukan pembuktian dan mengakhiri sengketa. 

e. Memeriksa dan mengadili perkara 

Dalam memeriksa dan mengadili perkara maka hakim wajib 

untuk: 

1) Mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan para pihak 

dengan pembuktiannya melalui alat bukti yang sah, yang 

kemudian diuraikan dalam duduknya perkara dan berita acara 

persidangan. 

2) Mengkualifisir fakta yang telah terbukti, yaitu menilai perkara 

tersebut termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, 

menemukan hukumnya kemudian dituangkan dalam pertimbangan 

hukumnya. 

3) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian 

dituangkan dalam amar putusan.13 

f. Meminutir berkas perkara 

Minutering merupakan suatu tindakan yang menjadikan suatu 

dokumen perkara menjadi dokumen resmi dan sah. Minutasi 

dilakukan oleh petugas pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-

                                                           
13 Ibid, 33. 
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masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim 

secara bersangkutan.14 

g. Mengawasi pelaksanaan putusan 

Pelaksanaan putusan pengadilan agama dilakukan oleh panitera 

dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan, hal ini digariskan pada 

pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Sedangkan 

hakim wajib mengawasi pelaksanaan putusan agar putusan dapat 

dilaksanakan dengan baik.15 

h. Memberi pengayoman pada pencari keadilan. 

Pengadilan agama bukan saja merupakan lembaga kekuasaan 

kehakiman yang harus menerapkan hukum acara dengan baik tetapi 

juga merupakan lembaga sosial yang menyelesaikan masalah sengketa 

perdata dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan kepada 

keluarga pencari keadilan.16 

Hakim wajib memberi rasa aman dan pengayoman kepada 

pencari keadilan, dengan pendekatan secara menusiawi, sosiologi, 

psikologi dan filosofis yang religius dapat memberikan rasa aman dan 

pengayoman kepada para pihak sehingga putusan hakim akan semakin 

menyentuh kepada rasa keadilan yang didambakan. 

  

                                                           
14 Ibid, 33. 
15 Ibid, 34. 
16 Ibid 34. 
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i. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat 

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat. Hal serupa juga diterangkan dalam pasal 229 KHI, yaitu 

“Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, 

wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup 

dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa 

keadilan”17. 

j. Mengawasi penasehat hukum. 

Hakim wajib mengawasi penasehat hukum yang berpraktek di 

pengadilan agama. Tugas pengawasan ini bersifat membantu 

pengadilan negeri. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran 

kode etik dan hukum profesi yang dilakukan oleh penasehat hukum 

maka dilaporkan ke pengadilan negeri dimana ia terdaftar sebagai 

penasehat hukum. 

2. Tugas Non Yustisial 

Selain tugastugas pokok sebagai tugas yustisial tersebut, hakim 

juga mempunyai tugas-tugas non yustisial, yaitu:18 

a. Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang. 

b. Tugas melaksanakan hisab, rukyat, dan mengadakan kesaksian hilal. 

c. Sebagai rohaniawan sumpah jabatan. 

d. Memberikan penyuluhan hukum. 

                                                           
17 Ibid, 35. 
18 Ibid, 36. 
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e. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah. 

f. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya. 

 

C. Lex Specialis Derogat Lex Generalis 

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan banyak para ahli yang 

mengemukakan pendapatnya. Meskipun berbeda redaksi, pada dasarnya 

beragam pendapat itu mengarah pada substansi yang sama. 

Maka ada beberapa asas peraturan perundang-undangan yang kita kenal, 

diantaranya: 

a. Asas lex superior derogat lex inferior 

b. Asas lex specialis derogat legi generalis 

c. Asas lex posterior derogat lex priori 

Asas undang-undang tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif). 

Pengertian lex specialis derogat lex generalis adalah salah satu asas hukum, 

yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan 

mengesampingkan aturan hukum yang umum. Lex specialis derogat legi 

generalis adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang 

bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum 

(lex generalis). 

Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis merupakan pengetahuan 

hukum yang melihat persoalan hukum dalam berbagai peraturan perundang-

undangan. Didalam literatur makna ini kemudian diterjemahkan, bahwa 

peraturan khusus mengenyampingkan peraturan umum. 
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Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia 

ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat 

lex generalis, yaitu: 

a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap 

berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. 

b. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-

ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang); 

c. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum 

(rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk 

lingkungan hukum keperdataan. 

Sebagai contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

asas lex specialis derogat lex generalis: 

Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: 

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur 

pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang 

diterapkan.” 

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang: 

“Selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-

undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam 

Kitab Undang-undang ini.” 
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Dari Contoh di atas, menunjukkan bahwa Ketentuan-ketentuan lex specialis 

harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang 

dengan undang-undang). Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada 

dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan. 

 
D. Hak Asuh Anak 

1. Pengertian Hak Asuh Anak 

Hak asuh anak menurut mahmud yunus dalam kamus arab 

indonesia berarti mengasuh anak, memeluk anak.19 selain itu, bermakna 

mendekap, memeluk, mengasuh dan merawat.20 

Hak asuh menurut penjelasan Muhammad Talib, merupakan hak 

bagi anak-anak kecil, karena mereka membutuhkan pengawasan, 

penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya, ibulah 

yang berkewajiban melakukan hak asuh ini karena Rosulullah bersabda: 

“engkau (ibu) lebih berhak kepadanya (anak)”. Hal ini dimaksudkan 

jangan sampai hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-

siakan, juga ternyata hak asuhnya ditangani orang lain, umpama nenek 

perempuannya dan ia rela melakukannya sedang ibunya tidak mau maka 

hak ibu untuk mengasuh gugur dengan sebab nenek perempuan 

                                                           
19 Mahmud Yunus, kamus Arab-Indonesia,\ (Jakarta : PT Hida Karya Agung, 1989), 105. 
20 Ahmad Warson Munawir. Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 295. 
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mengasuhnya karena nenek perempuan juga mempunyai hak asuh atas 

anak tersebut.21 

Istilah hak asuh anak dapat di jumpai dalam pasal 156 KHI. 

Namun jika dilihat dari pengertian bahwa hak asuh adalah memelihara 

dan mendidik anak, maka hal ini diatur juga dalam pasal 45 Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

Hak asuh anak erat hubungannya dengan nafkah anak. Hak asuh 

berarti pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau 

anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat 

berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala 

membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya, 

supaya sianak dapat berkembang dan mengatasi persoalan yang 

dihadapinya.22 

Dari berbagai keterangan diatas, dapat diambil definisi yang 

pokok bahwa hak asuh anak ialah: 

a. Pemeliharaan terhadap anak-anak yang belum dewasa, dengan 

meliputi biaya dan pendidikannya. 

b. Hak asuh anak dilakukan oleh orang tua. 

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak 

Kewajiban orang tua terhadap anaknya meliputi berbagai aspek, 

namun juga disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu 

                                                           
21 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiya, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar 
Grafika,20013), 361. 
22 Hamdani, Al-Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani,2002),318. 
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kewajiban moril dan materil.23 Dalam Islam kewajiban tersebut 

merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya diajukan kepada ayah, 

namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan 

yang terbaik bagi anaknya. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang 

merupakan  rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi 

hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam peraturan pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah 

penguasaan anak ini belum dapat diberlakukan secara efektif, sehingga 

pada hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih 

mempergunakan hukum yang tersebut dalam Kitab-kitab Fiqh ketika 

memutus perkara tentang hak asuh anak itu. Setelah diberlakukan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan 

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang  penyebarluasan Kompilasi Hukum 

Islam, masalah hak asuh anak menjadi hukum positif di Indonesia dan 

Peradilan Agama diberi wewenang untuk menjadi dan 

menyelesaikannya.24 

Dalam pasal 42-54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik 

anak-anaknya mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai 

                                                           
23 Rahmad Hakim, Perkawinan Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 224. 
24 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: 
Kencana,2008), 429. 
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anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.25 Kewajiban ini berlaku terus 

meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian 

atau kematian. 

Disamping itu, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak juga menjelaskan tentang hal pengasuhan anak, yaitu: 

Pasal 26 

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: 

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak 

b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat 

dan minatnya. 

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 

(2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, 

atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan 

tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih 

kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Orang Yang Berhak Melakukan Pemeliharaan Anak 

Adanya seorang dalam sebuah rumah tangga merupakan sebuah 

keniscayaan. Adanya seorang anak memang sangat diharapkan oleh kedua 

orang tua. Namun demikian, kedua orang tua dibebankan sebuah 

                                                           
25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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kewajiban untuk merawat dan memelihara sang anak, mulai dari pangan, 

sandang, papan dan pendidikan.26 

Selain kedua orang tua, ada beberapa pihak, yang dalam undang-

Undang diberikan kewajiban pada saat-saat tertentu untuk merawat dan 

memelihara si anak. Adapun urutan orang-orang yang berhak melakukan 

pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 

Pasal 156 huruf (a) 

Penggantian kedudukan ibu yang memegang dan memelihara atas anak, 

hal ini dilakukan apabila ibu dari si anak telah meninggal dunia, ia dapat 

digantikan oleh: 

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, misal nenek dari 

pihak ibu si anak 

2. Ayah si anak 

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah 

4. Saudara perempuan dari anak tersebut 

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, misal 

bibi dari ibu si anak 

6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 

Pasal 105 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (12 tahun), maka hak ibu. 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anaknya 

untuk memlih antara ayah atau ibunya. 

                                                           
26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

Pasal 106 

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya 

yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak 

diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya  kecuali  karena 

keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu 

menghendaki atau suatu kenyataan  yang tidak dapat dihindarkan lagi. 

(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena 

kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).27 

 
E. Nafkah Anak Akibat Perceraian 

1. Pengertian nafkah Anak 

Nafkah berasal dari kata infaq artinya biaya, belanja, pengeluaran 

uang. Didalam istilah fiqih, nafkah berarti suatu pemberian yang 

diberikan oleh seseorang kepada orang atau pihak yang berhak 

menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni; makanan, pakaian dan 

tempat tinggal. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nafkah ialah 

perkawinan, hubungan darah (keluarga) dan pemikiran terhadap sesuatu 

yang memerlukan adanya nafkah28. 

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa nafkah 

adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada 

                                                           
27 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademia Presindo, 1992), 62. 
28 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 
1996), 341. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34 
 

tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari seperti, 

makan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul 

karena ikatan pernikahan yaitu suami terhadap isterinya, ikatan keluarga 

yaitu ayah terhadap anak-anaknya, ikatan perwalian yaitu seorang wali 

terhadap tanggungannya, nafkah yang wajib diberikan kepada bekas isteri 

yang masih dalam masa iddah (masa tunggu). Dimasa lalu ada juga 

nafkah karena ikatan kepemilikan, yaitu seseorang tuan terhadap 

budaknya. Jumlah nafkah wajib yang diberikan disesuaikan dengan 

kemampuan dan kebiasaan setempat29. 

Sedangkan anak berasal dari kata al-walad yang berarti keturunan 

yang kedua, orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki 

maupun perempuan atau khunsa, sebagai hasil dari persetubuhan antara 

lawan jenis. Anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah adalah 

anak sah, sedangkan anak yang lahir dari hubungan tidak sah atau 

perzinaan oleh masyarakat lazim disebut anak zina. Dalam Islam 

dibedakan antara anak yang masih kecil (belum baligh) dan anak yang 

sudah baligh. Anak yang masih kecil belum mumayyiz (belum bisa 

membedakan yang hak dan batil) dan ada yang mumayyiz. Hukum-hukum 

yang berhubungan dengan anak antara lain: Nasab, kewarisan (ilmu 

faraid), penyusuan, pemeliharaan (H{ad}}a>nah) dan perwalian. 

Dalam hukum Islam, nafkah erat hubungannya dengan H{ad}}a>nah 

berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau 

                                                           
29 Ibid, 4. 
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anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat 

berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala 

yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya, 

supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang 

dihadapinya 30. 

Pengertian tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan 

Sayyid Sabiq, bahwa H{ad}}a>nah adalah melakukan pemeliharaan terhadap 

anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan maupun yang 

sudah besar, tetapi  belum tamyiz, tanpa perintah daripadanya, 

menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaga dari sesuatu 

yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya 

agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung 

jawabnya31. 

2. Dasar Hukumnya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara umum 

dalam pasal-pasal sebagai berikut: 

Pasal 41 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:  

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak 

                                                           
30 Hamdani, Al-Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani,2002), 260. 
31 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah juz VIII, (Bandung: PT Al Ma’arif, 1980), 173. 
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bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, 

Pengadilan memberi keputusannya. 

b. Bapak yang bertanggung  jawab atas semua biaya pemeliharaan 

dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam 

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi mantan isteri. 

Pasal 45 

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka sebaik-baiknya. 

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, 

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua 

orang tua putus. 

Pasal 49 

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya 

terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas 

permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus 

ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang 

berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: 

a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. 
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b. la berkelakuan buruk sekali. 

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak 

tersebut. 

Jika diperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, tampak jelas 

bahwa KHI menganut sistem kekerabatan bilateral seperti yang 

dikehendaki oleh AlQuran.32 Hal ini diatur dalam pasal 105, yang 

berbunyi: 

Dalam hal terjadi perceraian: 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumaiyyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya; 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumaiyyiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya. 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu 

untuk memegang hak asuh sang anak, sampai si anak berusia 12 tahun. 

Akan tetapi, setelah anak berusia 12 tahun, maka untuk menentukan hak 

asuh anak tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan 

apakah ia bersama ibu atau ayahnya. 

Meskipun hak asuh anak sampai usia 12 tahun ditetapkan kepada 

ibunya, tetapi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Di sini 

                                                           
32 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial), (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2010), 108. 
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tampak bahwa sengketa pemeliharaan anak tidak bisa disamakan dengan 

sengketa harta bersama. Pada sengketa harta bersama yang dominan 

adalah tuntutan hak milik, bahwa pada harta bersama ada hak suami dan 

hak istri yang harus dipecah. Ketika harta bersama telah dipecah, maka 

putuslah hubungan hukum suami dengan harta bersama yang jatuh 

menjadi bagian istri, begitu pula sebaliknya.33 

Begitu pula Allah SWT telah menjelaskan di dalam al-Qur’an 

surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi: 

...           

Artinya: 

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan 
cara yang ma’ruf”34. 
 

Di dalam surat An-Nisa’ ayat 5, Allah SWT juga telah 

menegaskan sebagai berikut:  

 ...                      

Artinya: 

“Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan 
ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. 35. 
 

3. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah 

a. Sebab Keturunan 

Bapak dan ibu, kalau bapak tidak ada ibu wajib memberi nafkah 

kepada anaknya, begitu juga kepada cucu, kalau dia tidak mempunyai 

                                                           
33 Ibid, 110. 
34 Depag RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, 57. 
35 Ibid, 77. 
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bapak. Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak 

ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi 

tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula sebaliknya, anak 

wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya 

tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta. Dalam al Qur’an 

surat Luqman ayat 15: 

...                

Artinya: 

 “Dan pergaulilah keduanya (bapak-ibu) di dunia dengan baik” 

Cara bergaul yang baik itu amat banyak, ringkasnya adalah 

menjaga agar keduanya jangan sampai sakit hati atau kesusahan, dan 

menolong keduanya dalam segala keperluannya. 

b. Sebab Pernikahan 

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya uang taat, 

baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain menurut keadaan 

ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. 

c. Sebab Milik 

Seseorang yang memiliki binatang wajib memberi makan 

binatang itu, dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberi beban 

yang lebih dari semestinya36. 

                                                           
36 Sulaiman Rasyid, fiqh Islam, (Bandung: Diponegoro, 2010), 423. 




